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PUTUSAN
Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

ZTARE A z
M@;@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan

XXXXX Kabupaten

i Pemohon;

XXXXXXXXXXX

ldak diketahui
pasti di dalam

disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03
September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar
Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada tanggal 05 September 2012, Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada
Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tanggal 05 September 2012 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul
bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karanggayam Kecamatan
Srengat Kabupaten Blitar selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah
dalam keadaan sudah baik

orangtua Pemohon di XXXX6R00006

luar wilayah {
4. Bahwa
keberadaan

5. Bahwa Pem@ghn §us i ' P méglinggu  kedatangan

Termohon Y ; emutuskan ikatan
perkawinannya deng ohon mohon izin untuk
mengucapkan ikrar talak ihadapan sidang Pengadilan

Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Blitar cg. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan
Talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan
Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yaneESEaaet

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 28 Maret 2024
yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi
tanda (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon
dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Srengat
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 September 2012 yang

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi

tanda (P.2);
2. Fotokopi Surat Pernyataan nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang

diketahui oleh Kepala Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
tanggal 02 September 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat terseluisRgmohon juga telah menghadirkan 2

SBemonon, gy fll 1 orang anak;

DU
nggalkan Penggugat tidak

] mohon pergi
pamit, yang hingga Kkini -. 8 nselama + 5 tahun, selama itu
Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada
Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan
pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan
Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha untuk memberikan
nasihat kepada Pemohon agar rukun dengan Termohon dan menunggu

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak

sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
2,

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxx2, Agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX.
Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pgaisRemohon dan Termohon karena saksi

nasihat kepada Pemoho age egan Termohon dan menunggu
kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak
sanggup lagi untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;
Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak diajukan oleh
Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama

Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Pengadilan Agama;

Menimbang

berdasarkan Pagé
Peradilan Aga
2006 dan diub

¥ &

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun
tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR perkara
ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan
dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis yang berbunyi:

B 5 LS i A )5 g1 5a §aT OB

:idalilkan bahwa
semula rumah hdlaan rukun dan
bahagia, akan pgan Termohon
mulai goyah, ! meninggalkan

‘, ang hingga kini

t s8ta dffah tidak diketahui
: pun di luar wilayah

yégl demikian itu, Pemohon

tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 - P.3 bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10
tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;
Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,
maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat
berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti
P.3 bukan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta,
karenanya Majelis Hakim menilaigsels pembuktiannya sebagai bukti

syarat formil dan
171, 172 HIR jo.-

maka keterangan saksi tersebut .- . I i pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat
sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 05 September 2012 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa
Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah

suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan,
yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan
Pemohon selama kurang lebih 5 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah
pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasgkamsgeggakuan Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti-bukti tersebutgifak

yang nyata menurut hukgfy
1. Bahwa Pemo
Gl )

pada tanggal 03/Fepte

pernah meng [ . gat §drta sudah tidak

diketahui tempat tirge jel DAt aupun di luar

Bahwa Pemohon A0 bef hon gkah tetapi sampai saat

4.

Bahwa para saksi telah berua 3

aikan agar Pemohon rukun lagi
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana

dimaksud firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

=il Jam W) 15958 eyl it B S Gl O Zaniz Dap

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa
kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah

tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih

sayang (mawaddah, warohmah) bedasasian Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak

Hakim maupun ke
rukun lagi den@
Pemohon dan enyengsarakan

Termohon lebih

sudah tidak saling mencintai Iagi Se ara yang dialami oleh Pemohon dan

Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi
dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat

dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I

halaman 83 yang berbunyi:
N SN gy 08 pr8y30 ) Moy mendd Gy mhoo Wy el g8
W dall ) s oy U1 e dls om g ot e (SOl ol

Artinya: “Islam memilih lembag

goncang sert : bermanfaat lagi
nasehat/perdaff gaptreBTT i menjadi tanpa ruh

G C

aniaya Y
Menimbag igan tersebut di

atas, maka Maj¢ pnan Pemohon

an dengan verstek

dengan memberi ‘izi epada jgtfkan talak satu raj'i

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
beaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon  (xxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan

Pengadilan Agama Blitar;

H. Edi Marsis,
M.H., dan Hj.
Anggota, pada
dinyatakan terbgl

Hakim Anggota 1

Panitera Penggal§

Hakim Anggota

Ttd. Ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12
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Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ....... Rp. 30.000,00 Untuk salinan

2. Biaya Proses........ Rp. 100.000,00 Penaadilan Agama Blitar
3. Panggilan ............ Rp. 480.000,00 g e Pagitera

4. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00 Paniter;at Muda Guaatan
5. Sumpah............ Rp.  50.000,00 gatan,
6. Redaksi............... Rp. 10.000,00

7. Meterai

Jumlah

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2460/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



